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No.243, 2014 KPU. Dana Kampanye. Pelaporan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pelaporan
dana kampanye yang akuntabel, transparan dan legal,
serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana diubah dengan dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);
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Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2013;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan awal Dana
Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana
Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU
melalui KPU Provinsi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari
pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
umum.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1), diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

Laporan awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) dan ayat (4) mencakup:

a. informasi daftar penyumbang;

b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa
uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening
khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu
dalam bentuk rapat umum;

c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye
dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye
Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Lingkup waktu laporan awal Dana Kampanye terhitung dari sejak
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
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